B. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor {1) : Diisi dengan NomorPokok WajibPajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

Nomor {2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

Nomor {3} : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang melakukan pembayaran.

Nomor {4} : Diisi dengan Kode AkunPajak 411211.

Nomeor (5) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran 199.

Nomer (6} : Diisi dengan “Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan anode sfime yang tidak
digunakan untuk menghasilkan emas batangan atau dipindahtangankan”.

Nomor (7) : Diisi dengan Masa Pajak terjadinya anode sfime tidak digunakan untuk menghasilkan emas
batangan atau dipindahtangankan.

Nemor (8) : Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya anode siime tidak digunakan untuk menghasilkan emas
batangan atau dipindahtangankan.

Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.

Nomor (11} : Diisi dengan nama penyetor.

C. PETUNJUK PENGISIAN.SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN
PAJAK
Untuk pengisian sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat SetoranPajak mengikuti keten-
tuan yang berlaku sedangkan untuk:
1. ' Kode AkunPajak diisi dengan kode 411211;
2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode 199; dan
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan
“PembayaranPajakPertambahan Nilai atas perolehan anode slime yang tidak digunakan untuk meng-
hasilkan emas batangan atau dipindahtangankan”.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

(BN )

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2016,
tanggal 8 April 2016}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Penge-
lolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.C6/2014 ten-

Menimbang : tang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemanfaatan Milik Negara, serta menyikapi perkembangan
Barang Milik Negara dalam_bentuk sewa, telah pengelolaan Barang Milik Negara, perlu ditinjau
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor kembali ketentuan Sewa Barang Milik Negara
33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah di- Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata
ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara seb-
174/PMK.06/2013; agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013;




bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae-
rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 922, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51};

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/
PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/
PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan
Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK
NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud
dengan: ]

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat
BMN, adalah semua barang yang dibeli atau di-
peraoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain-
nya yang sabh.

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan
dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang ke-
wenangan penggunaan BMN.

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan
kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang yang berada

10.

11.

12.

13.

14.

15.

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut
Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Lembaga adalah organisasi non Kementerian
Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu ber-
dasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-
undangan lainnya.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang ti-
dak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi
BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima im-
balan uang tunai.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberi-
kan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian
berupa BMN pada saat tertentu.

Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian
secara independen berdasarkan kompetensi yang
dimilikinya.

Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan
diterima atau dibayarkan untuk penyelesaian ke-
wajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar
pada tanggal Penilaian.

Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau
Warga Negara Asing yang mempunyai izin ting-
gal dan/atau membuat usaha atau badan hukum
Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang
menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh
keuntungan.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya
disingkat BUMN, adalah badan usaha yang se-
luruh atau sebagian besar madalnya dimiliki oleh

‘negara melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Ko-
perasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendi-
dikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidi-

kan tinggi.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

{1}

(2)

{1}

{2}

Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di
luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.

Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau per-
kumpulan sosial yang melaksanakan penyeleng-
garaan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat.

Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga So-
sial yang bertujuan mengembangkan dan mem-
bina kehidupan beragama.

Lembaga Sosial Kemanusiaan adalah Lembaga
Sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan.
Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemer-
intah/Negara adalah organisasi yang dibentuk
secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menun-
jang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/
negara.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di ling-
kungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mem-
berikan pedoman bagi Pengelola Barang dan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam
penyewaan BMN.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terseleng-
garanya penyewaan BMN yang tertib, terarah,
adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan
BMN vang efisien, efektif, dan optimal.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelak-
sanaan Sewa atas BMN yang berada pada Pen-
gelola Barang atau pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang.
Pengaturan tata cara pelaksanaan Sewa seba-
gaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. subjek pelaksana Sewa;
b. objek Sewa;
c. jangka waktu Sewa;
d. besaran Sewa;
e. tata cara pelaksanaan Sewa;

(1)

(2)

(3)

(4)

{1)

{2)

f. pengamanan dan pemeliharaan obj ek Sewa;

g. penatausahaan;

h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Sewa; dan

i. ganti rugi dan denda.

Bagian Keempat
Prinsip Umum
Pasal 4

Penyewaan BMN"dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang be-
lum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
Negara;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi instansi
Pengguna Barang; dan/atau

¢. mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain
secara tidak sah.

Penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak meru-

gikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan

tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan

Negara. )

Penyewa tidak dapat menyewakan kembali BMN

kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan

Pengelola Barang.

Penyewaan kembali BMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam hal ¢

sesuai dengan:

a. permochonan Pengguna Barang,
maksud dan tujuan penyewaan;

b. peruntukan sebagaimana tertuang dalam per-
janjian.

termasuk

Bagian Kelima
Pihak Pelaksana Sewa
Pasal b

Pihak yang dapat menyewakan BMN:

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada
pada Pengelola Barang; )

b. Pengguna Barang, dengan persetujuan dari
Pengelola Barang, untuk BMN yang berada
pada Pengguna Barang.

Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi:

a. BUMN;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Swasta;

d. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan |
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(3)

(4}

(6)

1

(2}

{3)

- Unit

Pemerintahan/Negara; atau

e. badan hukum lainnya.
Pemerintah Daerah dapat dipertakukan sebagai
penyewa sepanjang BMN yang disewa digunakan
tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah daerah.
Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, antara lain:
. perorangan;

Persekutuan Perdata;

Persekutuan Firma;

Persekutuan Komanditer;

Perseroan Terbatas;

~® a0 o

yayasan; atau

g. Koperasi.

Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan

Pemerintahan/Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

b. persatuan/ perhimpunan istri Pegawai Negeri
Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia; atau

¢. unit penunjang kegiatan lainnya.

Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e, antara lain:

a. Bank Indonesia; .

b. Lembaga Penjamin Simpanan;

¢. badan hukum yang dimiliki Negara;

d. badan hukum internasional/asing, termasuk
badan hukum asing dalam bentuk perseroan
terbatas berdasarkan hukum Indonesia;

e. lembaga/organisasi internasional/asing; atau

f. lembaga pendidikan asing.

Bagian Keenam
Objek Sewa
Pasal 6
Objek Sewa meliputi BMN berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada
. pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
Objek Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangu-
nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan.
Objek Sewa BMN berupa tanah sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan

{5)

(1)

-

atas ruang di bawah/di atas permukaan tanah.
Terhadap Sewa ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat {3), Pengelola Barang/Pengguna Ba-
rang tetap dapat menggunakan tanah un tuk pe-
nyelenggaraan tugas dan fungsinya dan/atau un-
tuk pemanfaatan BMN lainnya.

Dalam hal objek Sewa BMN berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau
bangunan yang menjadi objek Sewa BMN adalah
sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan
yang dimanfaatkan.

BAB Il
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pengelola Barang
Pasal 7

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang me-

miliki kewenangan dan tanggung jawab:

a. memberikan persetujuan atas usulan dari
Pengguna Barang yang meliputi:

1. usulan Sewa;
2. usulan perpanjangan jangka waktu Sewa;

b. memberikan persetujuan atas permohonan
Sewa dari calon Penyewa untuk BMN yang
berada pada Pengelola Barang;

¢. menetapkan BMN yang akan disewakan;

d. memberikan persetujuan atas usulan besaran
Sewa BMN selain tanah dan/atau bangunan
dari Pengguna Barang;

e. menetapkan besaran faktor penyesuai Sewa
dalam besaran Sewa; !

f. menetapkan besaran Sewa BMN berupa ta-
nah dan/atau bangunan;

g. menandatangani perjanjian Sewa yang berada
dalam penguasaannya;

h. melakukan pembinaan, pengawasan dan pen-
gendalian pelaksanaan Sewa; ‘

i. melakukan penatausahaan BMN yang dise- -
wakan;

j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan
dokumen pelaksanaan Sewa;

k. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul
dalam pelaksanaan Sewa; dan

I. melakukan penatausahaan atas hasil dari
Sewa.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara fungsional -dilak-
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(4)

(2)

sanakan oleh Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan
dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada pejabat struktural di lingkungan
Ditektur Jenderal.

Teknis pelaksanaan fungsional Pengelola Barang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Men-
teri Keuangan.

Bagian Kedua
Pengguna Barang
Pasal 8

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku’ Pengguna Ba-

rang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a. mengajukan usulan persetujuan Sewa kepada
‘Pengelola Barang; '

b. menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola
Barang;

c. melakukan Sewa setelah mendapat persetu-
juan Pengelola Barang;

d. menandatangani Sewa setelah
mendapat persetujuan Pengelola Barang;

e. melakukan pembinaan, perigawasan dan
pengendalian atas pelaksanaan Sewa;

f. melakukan penatausahaan BMN yang dise-
wakan;

g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan
dokumen pelaksanaan Sewa;

h. menetapkan ganti rugi dan denda yang timbul
dalam pelaksanaan Sewa; dan

i. melakukan penatausahaan atas hasil dari Sewa.

Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaku-

kan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kernen
terian/Sekretaris Utama pada Kementerian.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Barang dapat menunjuk pejabat struktural di

lingkungan Kementerian/Lembaga untuk melak-

sanakan sebagian wewenang dan tanggung
jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Teknis pelaksanaan fungsional Pengguna Ba-

rang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lemba-

perjanjian

ga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya
masing-masing.

Bagian Ketiga
Penyewa/Calon Penyewa
Pasal 2
Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggung

jawab:

a.
b.

(1

(2)

(3)

(4)

melakukan pembayaran uang Sewa;
melakukan pembayaran biaya lainnya, jika ada,
sesuai dengan perjanjian dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN
yang disewa selama jangka waktu Sewa;
mengembalikan BMN yang disewa kepada Penge-
lola Barang/Pengguna sesuai kondisi Barang yang
diperjanjikan; dan

memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan keten-
tuan lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa.

BAB IlI
SEWA BMN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu Sewa
Pasal 10

Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun

sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat di-

perpanjang dengan persetujuan Pengelola Barang.

Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang untuk:

a. kerja sama penyediaan infrastrukturﬂ;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha memerlu-
kan waktu Sewa lebih dari 5 tahun; atau

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk BMN vyang berada
pada Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Ba-
rang, setelah mendapat persetujuah dari
Pengelola Barang. _

Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaima-

. na dimaksud pada ayat (2} huruf b ditetapkan

(5)

oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil kajian
dari tim internal Pengelola Barang dan/atau hasil
kajian dari Pengguna Barang.

Jangka waktu Sewa dapat dihitung berdasarkan
periodesitas Sewa,
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Bagian Kedua
Perjanjian Sewa
Pasal 11

(1) Penyewaan BMN dituangkan dalam perJandian
yang ditandatangani oleh penyewa dan:

a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada
pada Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Ba-
rang, setelah mendapat persetujuan dari
Pengelola Barang.

{2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada
avat (1} sekurang-kurangnya memuat:

a. dasar perjanjian; .

b. para pihak yang terkait dalam perjanjian;

c. jenis, luas atau jumlah barang yang dise-
wakan; 1 '

d. besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk

_ periodesitas Sewa; A

e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis
kegiatan usaha dan kategori bentuk kelem-
bagaan penyewa; ‘

f. tanggung jawab penyewa atas biaya opera-
sional dan pemeliharaan selama jangka waktu
penyewaan;
hak dan kewajiban para pihak; dan

h. hal lain yang diatur dalafn persetujuan Penge-
lola Barang dan keputusan Pengguna Barang.

(3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaima-

" na dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas

bermeterai cukup sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undandan.

(4) Salinan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Penge-
lola Barang paling lama 7 (tujuh} hari kerja terhi-
tung sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa.

(5) Seluruh biaya pembuatan perjanjian Sewa ditang-
gung oleh Penyewa,

©

Bagian Ketiga
Pembayaran Sewa
Pasal 12
{1) Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekai-
igus paling lambat 2 {dua) hari kerja sebelum pen-
andatanganan perjanjian.
{2) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakukan dengan cara menyetor ke
Rekening Kas Umum Negara.

{3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1) dan ayat (2), pelaksanaan Sewa
di luar negeri dengan pembayaran uang Sewa
yang dilakukan puia di luar negeri, pembayaran
uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling
lambat 1 {satu) hari sebelum penandatanganan
perjanjian, dengan cara menyetorkan ke rekening
kas bendahara penerimaan di luar negeri.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sewa
yang dilaksanakan dengan periodesitas Sewa per
hari dan per jam untuk masing-masing penyewa,
pembayaran uang Sewa dilakukan secara seka-
ligus paling lambat sebslum perjanjian, dengan
cara pembayaran secara tunai kepada pejabat
pengurus BMN atau menyetorkannya ke rekening
kas bendahara penerimaan di lingkungan Penge-
lola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang. .

(5) Pembayaran uang Sewa dibuktikan dengan ad-
anya bukti setor /kuitansi, sebagai salah satu do-
kumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari perjanjian Sewa.

{6y Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), penyetoran uang Sewa untuk
kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

Bagian Keempat
Periodesitas Sewa
Pasal 13
Periodesitas Sewa dikelompokkan sebagai

berikut:
a. per tahun;
b. per bulan;
c. per hari;
d. per jam.

Bagian Kelima
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa
Pasal 14
{1) Jangka waktu Sewa dapat diperpanjang dengan
persetujuan dari Pengelola Barang.
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpan-
Jangan jangka waktu Sewa kepada:
a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada
pada Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status
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5)

(3)

(4)

(5}

penggunaannya berada pada Pengguna Barang.
Pengajuan permohonan perpanjangan jangka
waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan ketentuan:
a..untuk periodesitas Sewa per tahun, permo-
honan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bu-
lan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
b. untuk periodesitas Sewa per bulan, permo-
honan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh)
hari sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
¢. untuk periodesitas Sewa per hari atau per
Jam, permohonan disampaikan sebelum bera-
khirnya jangka waktu Sewa.
Permohonan sebagaimana dimaksud. pada ayat
(3) huruf a dan huruf b diajukan dengan meleng-
kapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa
pertama kali.
Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka
waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme se-
bagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

Pasal 15
Tata cara pemberian persetujuan, penetapan,

dan perpanjangan jangka waktu Sewa dilaksanakan
dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan

Sewa baru.
i
Bagian Keenam
Pengakhiran Sewa
Pasal 16
(1) Sewa berakhir dalam hal:

(2)

(1)

a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
b. Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa
dalam rangka pengawasan dan pengendalian;

¢. ketentuan lain sesuai ketentuan Peraturan °

Perundang-undangan.

Perjanjian Sewa berakhir dalam hai:

a. jangka waktu Sewa berakhir;

b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian;

c. ketentuan lain sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 17

Penyewa wajib menyerahkan BMN pada saat be-
rakhirnya Sewa dalam keadaan baik dan layak
digunakan secara optimal sesuai fungsi dan pe-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1

{2)

runtukannya.

Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima. '
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Peng-
guna Barang dapat melakukan pengecekan BMN
vang disewakan sebelum ditandatanganinya
Berita Acara Serah Terima guna memastikan ke-
layakan kondisi BMN bersangkutan.

BAB IV
BESARAN SEWA
Bagian Kesatu
Prinsip Umum
- Pasal 18
Besaran Sewa ditetapkan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada
pada Pengelola Barang; dan
b. Pengguna Barang, untuk BMN yang status
penggunaannya ada pada Pengguna Barang,
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola
Barang. * :
Penetapan besaran Sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola
Barang dalam keputusan Sewa.
Penetapan besaran Sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam keputusan Sewa.

Bagian Kedua
Besaran Sewa
Pasal 19
Besaran Sewa merupakan hasil perkalian dari:
a. Tarif pokok Sewa; dan
b. Faktor penyesuai Sewa.
Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} digunakan oleh:
a. Pengelola Barang dalam:
1. menghitung besaran Sewa, untuk BMN
berupa tanah dan/atau banguman yang
berada pada Pengelola Barang/Pengguna

Barang; dan '
2. mengkaiji usulan Sewa BMN dari Pengguna
Barang. ‘

b. Pengguna Barang dalam menghitung usulan
besaran Sewa, untuk BMN berupa selain ta-
nah dan/atau bangunan, yang status penggu-
naannya berada pada Pengguna Barang.
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(1)

(2)

{3}

(1)

(3)

a.
b.
C.

Bagian Ketiga
Tarif Pokok Sewa
Pasal 20

Tarif pokok Sewa BMN berupa tanah dan/atau

bangunan merupakan nilai wajar atas Sewa.

Tarif pokok Sewa BMN selain tanah dan/atau

bangunan ditetapkan oleh:

a.. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada
pada Pengelola Barang;

b. Pengguna Barang, setelah memperoleh per-
setujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang
status penggunaannya berada pada Pengguna
Barang. :

Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana di-

maksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penilai.

{4) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh
tim vang ditetapkan oleh Pengguna Barang, dan
dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Peng-
guna Barang. : i

Bagian Keempat
Faktor Penyesuai Sewa
Paragraf 1
Komponen Faktor Penyesuai Sewa
' Pasal 21

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
¢. periodesitas Sewa.

{2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Faktor pen\(esuai Sewa berupa Jems kegiatan
usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar
100% (seratus persen).

Paragraf 2
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa
Pasal 22
Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat {1) huruf a dikelom-
pokkan atas:

kegiatan bisnis;
kegiatan non bisnis; atau
kegiatan sosial.

Pasal 23

{1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf a diperuntukkan bagi ke-
giatan yang berorientasi semata-mata mencari
keuntungan, antara lain:

a. perdagangan;

b. jasa; atau

c. industri.

{2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana di-

(3)

{1)

maksud dalam Pasal 22 huruf b diperuntukkan

" bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang

atau Jasa yang diberikan namun tidak semata-

mata mencan keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang memung-
ut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat
potensi keuntungan, baik materiil maupun
immateril;

b. penyelenggaraan pendidikan nasional;

c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau
fasilitas yang diperlukan dalam rangka menun-
jang tugas dan fungsi instansi Pengguna Ba-
rang; atau

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non
bisnis.

Kelompak kegiatan sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf ¢ diperuntukkan bagi ke-

giatan yang tidak menarik imbalan atas barang/
jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi
mencari keuntungan, antara lain:

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak me-

mungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi

keuntungan;

kegiatan sosial;

kegiatan keagamaan;

kegiatan kemanusiaan; Y

kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan

pemeriniahan/negara; atau

f. kegiatan lainnya yang memenubhi kriteria sosial.

¢ o o o

'Paragraf 3
Bentuk Kelembagaan Penyewa
Pasal 24 _
Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dikelom-
pokkan sebagai berikut:
a. Kategari |, meliputi:
1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
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(2}

(3)

(1)

(2)

(3)

2. Badan U saha Milik Negara;

3. Badan Usaha Milik Daerah;

4. badan hukum yang dimiliki Negara;

5. lembaga pendidikan asing; atau

6. badan hukum asing dalam bentuk persero-

an terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
b. Kategori ll, meliputi:
. 1. Yayasan;

2. Koperasi;

3. lembaga Pendidikan Formal; atau

4. lembaga Pendidikan Non Formal.
c. Kategori lll, meliputi:

1. Lembaga Sosial;

2. Lembaga Sosial Kemanusiaan;

3. Lembaga Sosial Keagamaan;

4. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan

Pemerintahan/Negara; atau

5. lembaga/organisasi internasional/asing.
Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus didukung dengan
dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang ber-
wenang. .
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan
pada saat’pengajuan permohonan/usulan Sewa.

Pasal 25
Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimak-
sud dafam Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 5 me-
liputi lembaga pendidikan asing yang menyeleng-
garakan pendidikan di Indonesia.
Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka
3 meliputi lembaga pendidikan dalam negerr milik
Swasta, meliputi: h
a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
b. lembaga pendidikan dasar;
c. lembaga pendidikan menengah; atau
d. lembaga pendidikan tinggi.
Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 4
meliputi:
lembaga kursus;
lembaga pelatihan;
kelompok belajar;
pusat kegiatan belajar masyarakat;
majelis taklim; atau
satuan pendidikan yang sejenis.

S ® 0.0 oo

{4) Lembaga Sosial,

(1)

(2)

(3)

(4)

Lembaga Sosial Kemanusiaan,
dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf ¢ angka
1, angka 2, dan angka 3, termasuk lembaga in-
ternasional dan/atau asing yang menyelenggara-
kan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau ke-
agamaan di Indonesia.

Pasal 26
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok
jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar
100% (seratus persen).
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), untuk Koperasi yang dibentuk
dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota
Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiri-
annya untuk kesejahteraan anggota dapat diberi-
kan faktor penyesuai:
a. sebesar 50% {lima puluh persen} untuk Ko-
perasi primer;
b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk
Koperasi sekunder.
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok
jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai
berikut:
c. kategori | sebesar 50% (lima puluh persen);
d. kategori |l sebesar 40% (empat puluﬁ persen);
e. kategori lll sebesar 30% (tiga putuh persen).
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok
Jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai
berikut:
a. kategori | sebesar 10% {sepuluh persen);
b. kategori Il sebesar 5% (lima persen);
c. kategori Ill sebesar 5% (lima persen).

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesi-

tas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf ¢ ditetapkan sebagai berikut:

a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);

b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh

persen);

€. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh
persen);

d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan pu-
luh persen).

Pasal 27
Perubahan besaran faktor penyesuai Sewa se-
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‘bagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 28
Dikecualikan dari- ketentuan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26, Di-
rektur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat
menetapkan besaran fakior penyesuai Sewa dalam
persentase tertentu untuk BUMN/pihak lainnya:
a. yang mendapat penugasan pemerintah atau yang

melaksanakan kebijakan pemerintah; atau
b. industri strategis, sesuai dengan ketentuan Per-

aturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA
Bagian Kesatu
Sewa Atas BMN Pada Pengelola Barang
Paragraf 1 '
Pengusulan
Pasal 29
{1) Calon penyewa mengajukan permohonan Sewa
kepada Pengelola Barang dengan disertai:
c. data permohonan Sewa, antara lain:

1. latar belakang permohonan; :

2. jangka waktu penyewaan, periodesitas
Sewa;

3. peruntukan Sewa; dan termasuk

4. pernyataan untuk ‘menyewakan kembali
objek Sewa kepada pihak lain, jika ada.

d. data BMN yang diajukan untuk dilakukan Sewa;
e. data calon penyewa, antara lain:

1. nama;

2. alamat;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP};

4, surat permohonan Sewa dari calon pe-
nyewa; dan

5. bentuk kelembagaan, Jems kegiatan usaha,
fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda lzin Usaha
atau yang sejenis, untuk calon penyewa
yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

f. Surat pernyataan/persetujuan, antara lain:

1. pernyataan/persetujuan dari pemilik/
pengurus, perwakilan pemilik/pengurus,
atau kuasa pemilik/pengurus, dalam hal
calon penyewa berbentuk badan hukum/
badan usaha; dan

2. pernyataan kesediaan dari calon penyewa

(2)

(1}

(2)

{3)

(4)

(5)

untuk menjaga dan memelihara BMN serta
mengikuti ketentuan yang berlaku selama
jangka waktu Sewa.
Dalam hal yang akan disewakan berupa ruang di
atas/di bawah permukaan tanah BMN, maka se-
lain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan juga data berupa:
a. gambar rancangan bangunan/jaringan yang
akan dibangun; dan
b. kajian pendukung penyewaan ruang di atas/di
bawah lokasi BMN.

Paragraf 2
Penelitian dan Penilaian

Pasal 30
Pengelola Barang melakukan penelitian atas ke-
layakan penyewaan terkait permohonan dari
calcn penyewa.
Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk
melakukan Penilaian objek Sewa guna mem-
peroleh nilai wajar atas Sewa.
Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman
pada standar Penilaian dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan oleh Pengelola Barang dalam
melakukan kajian kelayakan penyewaan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitun-
gan besaran.Sewa. ]
Seluruh biaya Penilaian dibebankan pada Ang-
garan Pendapatan daQ Belanja, Negara (APBN).
{6) Dalam hal terdapat permohonan Sewa dari
beberapa calon penyewa dalam waktu yang
bersamaan, Pengelola Barang menentukan pe-
nyewa dengan didasarkan pada pertimbangan
aspek pengamanan dan pemeliharaan BMN serta
permohonan Sewa yang paling menguntungkan
Negara.

Paragraf 3
Persetujuan
Pasal 31
Penyewaan BMN oleh Pengelola Barang di-

lakukan dengan pertimbangan:

a.

kemungkinan penyewaan BMN yang berada
dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada ke-
butuhan Pengelola Barang untuk melakukan pe-
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{1

(2)

(4)

(6)

{2)

nyewaan BMN tersebut;

kemungkinan penyewaan BMN berdasarkan per-
mohonan pihak lain yang akan menyewa BMN
tersebut.

Pasal 32
Pengelola Barang memberikan persetujuan atas
permohonan Sewa yang diajukan dengan memper-
timbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan
penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat {1).
Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui per-
mohonan tersebut, Pengelola Barang memberi-
tahukan kepada pihak yang mengajukan permo-
honan Sewa dengan disertai alasannya.
Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permo-
honan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan
keputusan Sewa.
Keputusan Sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) sekurang-kurangnya memuat:
a. data BMN yang akan disewakan;
b. data penyewa;
c. data Sewa, antara lain:

1. besaran Sewa sesuai dengan kelompok
jenis kegiatan usaha clan kategari bentuk
kelembagaan penyewa serta periodesitas
Sewa; dan

2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa.

Besaran Sewa yang dicantumkan dalam keputu-
san Sewa merupakan nilai hasil perhitungan tarif
pokok Sewa dikalikan faktor penyesuai.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5), dalam hal terdapat usulan besa-
ran Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan
nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhi-
tungan besaran Sewa, maka besaran Sewa yang
dicantumkan dalam keputusan Sewa adalah sebe-
sar usulan be saran Sewa dari calon penyewa.

Pasal 33

Perjanjian Sewa ditandatangani oleh Pengelola
Barang dan calon penyewa dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan Sewa
diterbitkan oleh Pengelola Barang.

Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani
sampai dengan berakhirnya jangka waktu seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), maka keputu-
san Sewa yang diberikan oleh Pengelola Barang

__ PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH.

{3)

menjadi tidak berlaku lagi.

Jangka waktu penandatanganan perjanjian Sewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berlaku un- '
tuk Sewa dengan periodesitas per bulan atau per
tahun.

Bagian Kedua
Sewa Atas BMN Pada Pengguna Barang
Paragraf 1
Pengusulan
Pasal 34
Pengguna Barang mengajukan usulan kepada

Pengelola Barang untuk menyewakan BMN sesuai
dengan kewenangannya, dengan disertai:

a.

b
c.
d

data usulan Sewa; ;

data BMN vang diusulkan untuk disewakan;
data calon penyewa; dan

surat pernyataan dari Pengguna Barang.

Pasal 35
Data usulan Sewa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 huruf a meliputi antara lain:

El
b.

(1)

dasar pertimbangan dilakukan Sewa;

usulan jangka waktu penyewaan, termasuk peri-
odesitas Sewa;

surat usulan Sewa dari calon penyewa kepada
Pengguna Barang; dan

usulan besaran Sewa.

Pasal 36
Data BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf b meliputi:
a. foto atau gambar BMN, berupa:
1. gambar lokasi dan/atau site p/an tanah
dan/atau bangunan yang akan disewakan;
2. foto bangunan dan bagian bangunan yang
akan disewakan; dan/atau “
3. foto BMN selain tanah dan/atau bangunan
yang akan disewakan,
b. kuantitas BMN, berupa:
1. luas tanah dan/ atau bangunan keseluru-
han dan yang akan disewakan; atau
2. jumlah atau kapasitas BMN selain tangh
dan/atau bangunan. i
¢. nilai BMN yang akan disewakan, berupa:
1. nilai tanah dan/ atau bangunan keseluru-
han dan yang akan disewakan; atau
2. nilai BMN selain tanah dan/atau bangunan
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(2)

(1)

{2)

(1)

(2)

yang akan disewakan.

d. dokumen terkait BMN yang akan dise-
wakan, berupa fotokopi Penetapan Status
Penggunaan {PSP).

Dalam hal yang akan disewakan berupa ruang di
atas/di bawah permukaan tanah BMN, maka se-
lain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka disampaikan juga data berupa:
a. gambar rancangan bangunan/jaringan yang
" akan dibangun; dan
b. kajian pendukung penyewaan ruang di atas/di
bawah lokasi BMN.

Pasal 37
Data calon penyewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf ¢ antara lain:
nama;
alamat;
bentuk kelembagaan;
jenis kegiatan usaha;
Ncmor Pokok Wajib Pajak {(NPWP); dan

~0 000w

atau sejenis untuk calon penyewa yang ber-

bentuk badan usaha.
Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Peng-
guna Barang bukan berdasarkan permohonan
dari calon penyewa, maka usulan Sewa kepada
Pengelola Barang tidak perlu disertai data calon
penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf c.

Pasal 38

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 huruf d, memuat:

a. pernyataan dari Pengguna Barang bahwa:

1. BMN yang akan disewakan tidak sedang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
dan

2. penyewaan BMN tidak akan mengganggu
pelaksanaan tugés dan f'ungsi Kernente-
rian/Lembaga;

b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa
untuk menjaga dan memelihara BMN serta
mengikuti ketentuan vyang berlaku selama
jangka waktu Sewa.

Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Peng-

guna Barang bukan berdasarkan permohonan

fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda lzin Usaha.

(3)

dari calon penyewa, maka usulan Sewa kepada
Pengelola Barang tidak perlu disertai surat per-
nyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.

Usulan Sewa vang diajukan oleh Pengguna Ba-
rang bukan berdasarkan permohonan dari cal on
penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) hanya diberlaku-
kan bagi pelaksanaan Sewa dengan periodesitas
Sewa per hari atau per jam.

Pasal 39
Pengguna Barang dapat membentuk tim dalam

rangka mempersiapkan usulan Sewa sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 34.

(1)

{2)

| Paragraf 2
Penelitian dan Penilaian
Pasal 40

Pengelola Barang melakukan penelitian atas ke-
layakan penyewaan terkait permohonan dari
Pengguna Barang.
Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat me-
minta keterangan kepada Pengguna Barang yang
mengajukan usulan Sewa.

(3) Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan

(4)

(5)

(6)

berupa tanah dan/atau bangunan atau ruang di
atas/di bawah permukaan tanah BMN, Pengelola
Barang menugaskan Penilai untuk melakukan Pe-

- nilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar

atas Sewa BMN.

Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan
merupakan BMN selain tanah dan/atau bangu-
nan, Pengelola Barang melakukari penelitian atas
besaran Sewa yang diusulkan oleh Pengguna
Barang.

Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} dilakukan dengan berpedoman
pada standar Penilaian dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) digunakan oleh Pengelola Barang dalam melaku-
kan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran
Sewa.

{7) Seluruh biaya Penilaian dibebankan pada Angga-

ran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
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{2)

(3)

Paragraf 3
Persetujuan
] Pasal 41

Pengelola Barang memberikan persetujuan atas
permohonan Sewa yang diajukan dengan memper-
timbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan
penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat ({1).
Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui per-
mohonan tersebut, Pengelola Barang memberita-
hukan-kepada Pengguna Barang yang mengaji_l-
kan usulan Sewa dengan disertai alasan.
Dalam hal Pengelola' Barang menyetujui permo-
honan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan
surat persetujuan Sewa. E

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada

(5)

{6)

ayat {3) sekurang-kurangnya memuat:
a. data BMN yang akan disewakan;
b. data penyewa;

c. data Sewa, antara lain:

1. besaran Sewa sesuai dengan kelompok
jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk
kelembagaa,n penyewa serta perii_)desitas
Sewa; dan

2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa.

Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Peng-
guna Barang tidak disertai data calon penyewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),

maka persetujuan Sewa tidak perlu disertai data

calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b. ;

Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat per-
setujuan Sewa BMN merupakan hasil perhitungan
tarif pokok Sewa dikalikan faktor penyesuai.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (6), sepanjang terdapat nilai/besa-
ran Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/
atau Pengguna Barang dan nilai usulan tersebut
lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana
dimaksud pada‘ayat (6), besaran Sewa yang di-
cantumkan dalam surat persetujuan Sewa untuk
BMN berupa tanah dan/atau bangunan adalah
sebesar usulan nilai Sewa/besaran Sewa dari
calon penyewa/ Pengguna Barang.

Pasal 42
Pengguna Barang menetapkan keputusan pelak-
sanaan Sewa berdasarkan persetujuan Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3) paling lama 1 (satu} bulan sejak diter-

- (2)

{3)

(4)

{5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

bitkannya surat persetujuan Sewa oleh Pengelola
Barang. g

Salinan keputusan pelaksanaan Sewa sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Pengelola Barang.

Dalam hal. usulan Sewa yang diajukan oleh Peng-
guna Barang tidak disertai data calon penyewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),
Pengguna Barang mengupayakan agar informasi
mengenai keputusan pelaksanaan Sewa seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh
dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.
Dalam hal terdapat permohonan Sewa dari be-
berapa calon penyewa dalam waktu yang ber-
samaan, sebagai dasar penentuan penyewa,
Pengguna Barang mempertimbangkan aspek
pengamanan dan pemeliharaan BMN disamping
pertimbangan permohonan Sewa yang paling
mengun tungkan Negara.

Pengguna Barang dapat menetapkan besaran
Sewa lebih tinggi dari besaran Sewa yang tercan-
tum dalam surat persetujuan Pengelola Barang
dalam rangka Qeningkatan penerimaan Negara
sepanjang Pengguna Barang memiliki keyakinan
bahwa peningkatan besaran Sewa tidak meng-
hilangkan potensi peamanfaatan BMN.

Penetapan besaran Sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5} dituangkan dalam keputusan se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1).

Pasal 43
Perjanjian Sewa ditandatangaﬁi oleh Pengguna
Barang dan calon penyewa dalam jangka waktu
paling lama 3 {tiga) bulan sejak diterbitkannya su-
rat persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang.
Dalam hal pegjanjian Sewa belum ditandatangani
sampai dengan berakhirnya jangka waktu seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan
Sewa yang diberikan oleh Pengelola Barang men-
jadi tidak berlaku lagi.
Jangka waktu penandatanganan perjanjian Sewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku un-
tuk Sewa dengan periodesitas per bulan atau per
tahun.

‘BAB VI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu Pengamanan
Pasal 44
Penyewa wajib melakukan pengamanan atas
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

(1)

(2)

BMN yang disewa.

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} ditujukan untuk mencegah terjadinya penu-
runan fungsi barang, penurunan jumlah barang,
dan hilangnya barang.

Penyewa dilarang menggunakan BMN yang dis-
ewakan untuk peruntukan selain dari yang telah
ditetapkan Pengelola Barang/Pengguna Barang
sesuai dengan perjanjian Sewa.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 45

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas
BMN yang disewa.
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memper-
baiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan
siap untuk digunakan secara berdaya guna dan
berhasil guna. '
Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), termasuk biaya yang timbul
dari pemakaian dan pemanfaatan BMN, menjadi
tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
Perbaikan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} harus sudah selesai dilaksanakan paling lam-
bat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4}, perbaikan dapat dilakukan ber-
dasarkan kesepakatan antara Pengelola Barang/
Pengguna Barang dengan Penyewa apabila keru-
sakan atas BMN vyang disewa diakibatkan oleh
keadaan kahar (force majeure).

‘Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk -
. Pasal 46
Selama jangka waktu Sewa, penyewa atas per-
setujuan Pengelola Barang/Pengguna Barang

hanya dapat mengubah bentuk BMN tanpa men-

gubah konstruksi dasar bangunan, dengan keten-
tuan bagian yang ditambahkan pada bangunan
terse but menjadi BMN.

Dalam hal pengubahan bentuk BMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} mengakibatkan adanya
penambahan, bagian yang ditambahkan tersebut
disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada
akhir Sewa untuk ditetapkan menjadi BMN.

BAB VII

(1)

(2)

(3)

(4)

{5)

{6)

{7)

PENATAUSAHAAN
Pasal 47
Pengelola Barang melakukan
pelaksanaan Sewa BMN berupa tanah dan/atau
bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

penatausahaan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
melakukan penatausahaan pelaksanaan Sewa
BMN berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Ba-
rang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan
kewenangannya.
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang me-
nyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
Sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan
kewenangannya.
Laporan‘ sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum perhitungan 1 (satu} tahun sejak
diterbitkannya surat persetujuan Sewa oleh Pen-
gelola Barang. .
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
mengungkapkan informasi mengenai BMN yang
disewakan ke dalam Laporan Barang Pengguna/
Kuasa Pengguna sesuai dengan kewenangannya.
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
melaporkan berakhirnya pelaksanaan Sewa ke-
pada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu
Sewa dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima
sesuai dengan kewenangannya.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (6}, laporan mengenai berakhirnya
pelaksanaan Sewa tidak perlu melampirkan Berita
Acara Serah Terima sepanjang periodesitas Sewa
adatah berupa Sewa per hari dan per jam.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 48

Pengawasan dan Pengendalian terhadap

pelaksanaan Sewa dilakukan sesuai dengan keten-
tuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penga-
wasan dan pengendalian BMN.

BAB I1X
GANTI RUGI DAN DENDA
Bagian Kesatu
Ganti Rugi
Pasal 49
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(1)

|
{2)

(3)

{1)

(2)

{3)

(1)

(2)

38

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan
vang disewakan hilang selama jangka waktu
Sewa, penyewa wajib mengganti barang yang
disewakan dengan barang yang sejenis.
Penggantian BMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan pal-
ing lambat pada saat berakhirnya jangka waktu
Sewa. i

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2), penggantian dilakukan ber-
dasarkan kesepakatan antara Pengguna Barang
dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan
oleh kondisi kahar fforce majeyre).

Pasal 50 ;
Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4)
dan Pasal 49 ayat (1) tidak dapat dilakukan, Pe-
nyewa membayar biaya perbaikan dan/atau peng-
gantian tersebut secara tunai. :
Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada
pada Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang, untuk BMN vyang status
penggunaannya berada pada Pengguna Barang.
Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke
Rekening Kas Umum Negara paling lama 1 (satu)
bu]an'terhitung sejak adanya penetapan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Denda
Pasal 51
Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa

. surat teguran dalam hal:

a. penyewa belum menyerahkan BMN vyang
disewakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat {1);

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan
belum selesai dilaksanakan paling lambat se-
belum berakhirnya jangka waktu Sewa; dan/
atau

c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1} belum dilakukan atau diperki-
rakan belum selesai dilaksanakan paling lambat
sebelum berakhirnya.jangka waktu Sewa.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau

(3)

(4)

penggantian BMN belum dilakukan terhitung’ 1
(satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penye- |
wa dikenakan sanksi administratif berupa surat
peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau
penggantian BMN belum dilakukan terhitung 1
(satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa
dikenakan sanksi -administratif berupa denda,
dengan ketentuan:

.a. sebesar 110% ({seratus sepuluh persen} dari

besaran Sewa yang dihitung secara propor-
sional dalam hitungan harian sesuai keterlam-
hatan penyerahan BMN sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 17 ayat (1);

b. sebesar 2%o0 {dua permil} per hari dari nilai
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 45 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (1);
dan/atau ]

¢. sebesar-2%o0 {dua permil) per hari dari nilai
penggantian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (1).

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat .(3)

huruf b dan huruf ¢ paling banyak:

a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai

* perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (1);

b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai
penggantian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (1);

Pasal 52
Dalam hal denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (3]} tidak dilunasi penyewa, maka
penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan Per-
aturan Perundang-undangan.

(1}

(2)

Pasal 53

Pengelola Barang/Pengguna Barang mengenakan
denda kepada penyewa atas pelanggaran yang
dilakukan selain dari ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 51 dalam batas kewenangan
-masing-masing berdasarkan perjanjian sesuai ke-
tentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pembayaran dan penyelesaian denda sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1} berlaku mutatis mu- .
tandis ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54
(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak
diberlakukan terhadap rumah yang disewakan ke-
pada pejabat negara/pegawai negeri, yang pelak-
sanaannya berpedoman pada Kketentuan yang
mengatur mengenai rumah negara.
{2) Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa untuk:

a. BMN vyang berasal dari kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi, mineral dan batubara,
dan panas bumi;

b. BMN yang berasal dari aset eks Pertamina
sebagaimana ditetapkan daiam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008
tentang Penetapan Status Aset Eks Pertami-
na Sebagai Barang Milik Negara, mengacu ke-
pada pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa
sebagaimana diatur dalam Peraturarr Menteri
ini sepanjang belum diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan tersendiri, dengan tetap
menerapkan prinsip the highest and best use
dalam pengelolaan BMN.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
{1} Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. usulan Sewa BMN yang telah diajukan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
dan belum memperoleh persetujuan Pengelola
Barang, proses selanjutnya mengikuti keten-
tuan dalam Peraturan Menteri ini;

b. persetujuan Sewa BMN yang telah diterbit-
kan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ke-
tentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara se-
bagaimana telah diubah 8engan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013,
dinyatakan tetap berlaku dan proses selan-
jutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini;

¢. pelaksanaan Sewa BMN yang sedang berlang-
sung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang
Milik Negara sebagaimana telah diubah den-
gan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/
PMK.06/2013, dinyatakan tetap berlaku sam-

.pai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa.
(2) Pelaksanaan perpanjangan Sewa atas pelak-

sanaan Sewa sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini.
BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013, di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

. Pasal 57

Petunjuk teknis tata cara pelaksanaan Sewa
dan format dokumen pelaksanaan Sewa dapat diatur
lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 58
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1
{satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

4 Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Repubilik Indonesia.
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